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LOKAL: DARI KESERAGAMAN MENUJU KEBERAGAMAN 
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pardameandaulay@ut.ac.id 

 

Sub tema:  

Peran guru dalam pembentukan karakter peserta didik melalui kearifan lokal 

 

Abstrak 

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses upaya terencana yang ditujukan bagi perbaikan dan 
kemaslahatan masyarakat secara berkeadilan. Hal itu tentunya mutlak memerlukan prasyarat 

keterbukaan dan kemauan politik dengan mengakomodasi pendekatan sosial budaya. Namun, dalam 

prakteknya justru menjadi problematis ketika pembangunan yang ditempuh pemerintah Orde Baru 
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mengabaikan pendekatan sosial budaya dan partisipasi masyarakat lokal. Kekuasaan Orde Baru 
tidak saja menjalankan kebijakan sentralisasi dan membentuk budaya nasional (national culture), 

tetapi juga menenggelamkan kearipan lokal yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat 

dengan memaksakan keseragaman atas nama persatuan dan kesatuan. Akibatnya, bukan saja 

program dan tujuan yang tidak tercapai, tetapi malah banyak menimbulkan konflik SARA yang 
berkepanjangan dan hingga saat ini eksesnya masih terasa. Sebenarnya penerapan Otonomi Daerah 

di satu sisi dimaknai sebagai upaya membangunkan kembali kearifan lokal (lokal wishdom) yang 

selama ini hilang dari masyarakat Indonesia. Hanya saja, tumbuhnya spirit lokalitas ini dihadapkan 
dengan sebuah tantangan besar dengan semakin derasnya arus perubahan dan kuatnya dampak 

globalisasi yang mendorong intensifikasi hubungan sosial global yang menghubungkan komunitas 

lokal sehingga peristiwa yang terjadi di kawasan yang jauh dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi 
di suatu tempat yang jauh. Tidaklah mengherankan dalam praktek otonomi daerah terlihat adanya 

keinginan setiap daerah untuk membangun dirinya sendiri. Tulisan ini mencoba memberikan 

perspektif lain mengenai pembangunan masyarakat yang harmonis dalam era otonomi daerah yang 

berwawasan lokal (lokal views) dengan mencoba memupuk kembali semangat multikulturalisme di 
tengah masyarakat Indonesia.  

Kata Kunci : masyarakat harmonis,  kearipan lokal, pendidikan multikulturalisme 

 

Salah satu arus pemikiran yang semakin naik popularitasnya di kalangan ilmuwan sosial-

budaya di Indonesia saat ini adalah kesadaran perlunya kearifan lokal dalam membentuk 

karakter bangsa, setidaknya demikian salah satu hasil rekomendasi dari Kongres Ikatan 

Sosiologi Indonesia (ISI) yang baru-baru ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah 

Malang (UMM), pada tanggal 19  20 Oktober 2012. Barangkali rekomendasi tersebut cukup 

tepat, mengingat Indonesia adalah negeri yang kaya raya baik sumber daya alam maupun 

budaya, dimana setiap daerah memiliki nilai-nilai luhur yang disebut kearifan lokal yaitu 

sebagai perangkat pengetahuan dan praktik suatu komunitas, baik berasal dari generasi 

sebelumnya maupun pengalamannya berhubungan dengan lingkungan untuk menyelesaikan 

persoalan dan kesulitan yang dihadapi (Adimihardja, 1999). Namun, justru menjadi 

problematis ketika pembangunan yang ditempuh pemerintah orde baru pada saat itu, 

pendekatan sosial budaya diabaikan. Kekuasaan orde baru tidak saja menjalankan kebijakan 

sentralisasi dan membentuk budaya nasional (national culture), tetapi juga menenggelamkan 

kearipan lokal dengan memaksakan keseragaman dan menghindari keberagaman.   

Perubahan paradigma kekuasaan berbasis daerah melalui kebijakan otonomi daerah yang 

ditetapkan berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004, sebenarnya 

memberikan nafas baru dalam upaya membangkitkan kembali budaya lokal berupa sprit 

lokalitas, pengembalian martabat dan harga diri masyarakat lokal, dan membingkai kembali 

masyarakat Indonesia yang majemuk dan membiarkan berkembangnya keberagaman. Dengn 

demikian, otonomi daerah dalam satu segi bisa dimaknai sebagai upaya untuk 

membangunkan kembali kearifan lokal (local wishdom) yang selama ini hilang dari 

masyarakat Indonesia yang multikultural. Namun pada kenyataannya, justru otonomi daerah 

cenderung menjadi beban dari pada modal untuk membangun masyarakat multikultural yang 

harmonis. Hal ini dapat diamati dari menurunya toleransi masyarakat terhadap perbedaan, 

adanya pemahaman yang s

-raja kecil, dan menipisnya tingkat saling 

percaya (mutual trust) dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, berbagai masalah yang 

sumbernya berbau kemajemukan, seperti kerusuhan yang terjadi baru-baru ini di Sampang 

Madura, terorisme, konflik antar desa di Lampung Selatan dan permasalahan konfik yang 

disebabkan mengenai etnisitas dan identitas budaya, menambah banyak catatan kasus yang 

disebabkan kesalahan dalam memaknai arti kemajemukan bangsa. Bahkan sepanjang 2011, 
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menurut beberapa pemberitaan media massa, setidaknya ada 36 kasus yang diduga berlatar 

belakang agama terjadi di 14 provinsi di Indonesia. Angka tersebut hanya menunjukan 

permasalahan ibadah belum mencakup semua permasalahan yang dipicu oleh mispresepsi 

dan miskomunikasi antar umat beragama (Republika, 2012).  

Berbagai kerusuhan, konflik, dan amuk massa yang berkembang akhir-akhir ini menuntut 

kita untuk memulai upaya-upaya baru, yakni dengan mentransformasikan 

paradigma kemajemukan dan multikulturalisme kedalam kehidupan bermasyarakat dan 

berbangsa di era otonomi daerah.  Dalam hal ini, benteng terkuat untuk menangkal segala 

bentuk baik ancaman maupun pandangan yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan 

bangsa tersebut tentu dengan pendidikan yang tetap berpegang teguh pada pandangan hidup 

bangsa Indonesia. Makalah ini mencoba memberikan perspektif lain mengenai pembangunan 

masyarakat yang harmonis dalam era otonomi daerah yang berwawasan lokal (lokal views) 

dengan mencoba memupuk kembali semangat multikulturalisme di tengah masyarakat 

Indonesia.  

 

Realitas Multikultural Masyarakat Indonesia 

Pemahaman serta kesadaran tentang multikulturalisme, sebenarnya sudah muncul sejak 

negara Republik Indonesia terbentuk yang digunakan oleh pendiri bangsa Indonesia untuk 

dapat memperlihatkan bahwa sebenarnya Indonesia adalah negara multikultural yang 

dikomposisikan oleh banyak suku bangsa. Mengelola banyak suku bangsa dalam satu 

flatform negara kesatuan tentu saja tidak mudah, apalagi mengingat tidak semua suku bangsa 

di Indonesia mempunyai pengalaman kesejarahan yang sama. Wajar saja, jika konflik 

vertikal dan horizontal masih kerap terjadi, bahkan bersifat laten, dan hal ini sekaligus 

mengisyaratkan bahwa pluralitas di Indonesia belum berada pada taraf multikultural. 

Pertanyaannya adalah apakah hal ini semata-mata dikarenakan sentimen primodial memang 

tidak dapat dihapuskan dari muka bumi Indonesia atau ada kesalahan pengelolaan sehingga 

sentiment primodial sangat gampang tersulut dan berkobar menjadi konflik?  

Satu hal penting, yang sebenarnya sudah disadari bersama, yang memicu konflik di Indonesia 

adalah penerapan kebijakan pemerintah melalui slogan pembangunan. Terkadang program 

pembangunan yang didasarkan pada pencapaian target tidak benar-benar mengacu pada 

kajian komprehensif terhadap kesiapan masyarakat dan efek lanjut dari program tersebut. 

Berbagai konflik yang muncul dalam bentuk konflik SARA ditengarahi memiliki akar 

masalah pada penerapan kebijakan pembangunan yang berimbas pada terbentuknya 

kesenjangan sosial ekonomi yang kronis dan akumulatif (Budiwati, 2011). Dalam melihat 

fenomena kemajemukan masyarakat Indonesia sejak Orde Baru, Magenda dalam Sitorus 

(1998) mengemukakan bahwa untuk mencegah terjadinya perang aliran pemerintah Orde 

Baru menerapkan manajemen SARA (Suku, Agama, Ras, dan Adat). Pemerintah Orde Baru 

berhasil membentuk orde religius diantara agama-agama yang ada di Indonesia. Orde religius 

semakin adaptif terhadap integrasi yang didukung oleh peranan institusi agama yang 

ditetapkan dalam suatu wadah yang kaku seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), PGI 

(Persekutuan Gereja di Indonesia), KWI, Parishada Hindu Indonesia dan Walubi. Selain itu, 

dari segi kultural, pemerintah berhasil menerapkan pembelahan kultur, dimana pada 

masyarajat Jawa identik dengan suku Jawa, sedangkan pada banyak suku, agama dijadikan 

sebagai identitas suku, sehingga terjadilah agama suku. Dalam hal ini, menjadi orang Melayu 

identik dengan beragama Islam, sedangkan suku Batak Toba dan Minahasa, walaupun berasal 
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dari daerah yang berbeda, tetapi memiliki identitas yang sama yaitu beragama Kristen. 

Demikian pula masyarakat Bali, yang kaya ritual dan kultur etniknya merupakan agregat 

sosial yang memeluk agama Hindu.  

Di samping itu, atas nama program pembangunan, kearifan lokal yang menjadi penyangga 

utama masyarakat lokal di Indonesia dipinggirkan, bahkan dihilangkan. Struktur masyarakat 

diseragamkan dan pranata hukum dan peraturan perundang-undangan  yang diberlakukan 

tidak mengakomodasi aturan adat yang telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan 

keberadaan masyarakat pendukungnya. Menghadapi keadaan ini masyarakat menjadi gamang 

karena budaya lama yang hilang tidak sepenuhnya tergantikan oleh budaya baru yang datang. 

Ketika masyarakat lokal gamang dan hilang pijakan, belum tentu ada kebijakan 

pembangunan yang mengayominya. Contoh nyata adalah keterpinggiran masyarakat 

perambah dari hutan ulayatnya atas nama pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) oleh 

orang luar. Masyarakat lokal kehilangan matapencaharian sementara mereka mulai 

berkenalan dengan budaya konsumerisme yang dibawa oleh orang luar. Ketiadaan 

keterampilan yang memadai dan tuntutan kebutuhan membawa mereka pada tindak pencurian 

kayu. Masyarakat perambah yang dulunya menjadi tuan di tanahnya berubah menjadi 

pesakitan.   

Melihat pada permasalahan yang ada maka rekomendasi utama dalam pengelolaan 

masyarakat Indonesia yang bersifat plural adalah kemauan politik dari pemegang dan 

penyelenggara kekuasaan untuk memahami keberagaman budaya dan kesediaan menerima 

bahwa tidak seharusnya ada kekuasaan primodial yang mendominasi kebijakan pemerintah. 

Pemerintah, melalui program pembangunan, harus mampu menjadi pengayom bagi semua 

kelompok masyarakat sehingga otonomi daerah tidak dijadikan ajang bagi balas dendam 

ahwa Indonesia adalah 

negara kesatuan harus diikuti dengan penerimaan bahwa siapa saja boleh hidup di mana pun 

di wilayah Indonesia, asal mampu mengembangkan pola hidup harmonis. Pemahaman 

multikulturalisme dapat disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia melalui pendidikan 

multikultural.  

 

Sebelum sampai pada sosialisasi pendidikan multikultural, sebaiknya dijelaskan  dulu apa 

sebenarnya multikultural. Menurut Parsudi Suparlan (2002) akar kata dari multikulturalisme 

adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi 

kehidupan manusia. Sedangkan, Azyumardi Azra (2007), menyatakan multikulturalisme pada 

dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai 

kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, 

pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat majemuk. Dalam 

konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang 

disebut multikulturalisme. Konsep multikulturalisme itu sendiri tidaklah dapat disamakan 

dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang 

menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman 

kebudayaan dalam kesederajatan. 

 

Ciri utama masyarakat majemuk (plural society) menurut Furnivall dalam Haryanto dkk 

(2009) adalah orang yang hidup berdampingan secara fisik, tetapi karena perbedaan sosial 

mereka terpisah-pisah dan tidak bergabung dalam sebuah unit politik. Furnivall dalam 

Haryanto dkk (2009) menunjuk masyarakat Indonesia di zaman kolonial sebagai contoh yang 

klasik. Masyarakat Hindia Belanda waktu itu terpisah-pisah, tidak saja antara kelompok yang 

memerintah dan yang diperintah dipisahkan oleh ras yang berbeda, tetapi secara fungsional 
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masyarakatnya terbelah dalam unit-unit ekonomi, antara pedagang Cina, Arab, dan India 

(Foreign Asiatic) dengan kelompok petani Bumi Putera.  

Desa Bungabondar: Potret Harmoni Masyarakat Majemuk  

Wacana multikulturalisme dan estetika lokal dipahami sebagai sebuah usaha untuk 

menemukan nilai-nilai lokal (kearifan lokal, atau seperti pandangan Azyumardi Azra 

yakni local genius yang terkandung dalam kebudayaan daerah, seperti misalnya sejarah, 

bahasa, sistem perniagaan, pandangan hidup, pranata sosial adat, sastra, seni, dan lainnya. 

Usaha ini muncul tidak lain merupakan bentuk kekhawatiran akan terputusnya tali generasi 

Indonesia merupakan masyarakat yang multikultural yang ditandai oleh perbedaan suku, 

agama, ras dan golongan. Sejarah menunjukkan, masing-masing etnis dan suku memiliki 

kearifan lokal sendiri. Lebih dari itu, masing-masing memiliki keakraban dan keramahan 

dengan lingkungan alam yang mengitari mereka. Kearifan lokal itu tentu tidak muncul serta-

merta, tapi berproses panjang sehingga akhirnya terbukti mengandung kebaikan bagi 

kehidupan masyarakat yang multikultural.  

Setiap masyarakat yang secara internal terikat oleh norma-norma, nilai-nilai, maupun tradisi 

secara fitrah menginginkan kehidupan kebersamaan dalam mewujudkan suasana aman, 

tentram, rukun, dan harmonis. Namun, belakangan ini kita dapat menyaksikan tidak semua 

masyarakat mampu menciptakan kerukunan dan keharmonisan, tetapi sebaliknya cenderung 

mengarah pada konflik, kerusuhan, amuk massa. Namun, ditengah hiruk pikuk persoalan 

konflik sosial yang diakibatkan oleh multikultural tersebut, terdapat satu komunitas 

masyarakat yang memiliki sistem kehidupan sosial budaya yang mencerminkan kebhinekaan 

agama/kepercayaan, yaitu masyarakat Desa Bungabondar, kecamatan Sipirok, kabupaten 

Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat tersebut merupakan etnis Batak, yang 

menurut Siregar (2008) memiliki banyak nilai kearifan lokal yang mampu menciptakan 

keharmonisan masyarakat
1
.  

Kehidupan masyarakat Desa Bungabondar dalam bidang keagamaan sangat sarat dengan 

nilai-nilai kemanusiaan.  Bagi mereka, ada hal yang penting untuk dipertahankan yaitu 

kebersamaan. Menjaga nilai-nilai kebersamaan dalam hubungannya dengan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat kental dalam setiap warga masyarakat 

setempat. Masyarakat lebih mengedepankan hidup berdampingan tanpa melihat perbedaan 

latar belakang agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi mereka perbedaan adalah 

anugerah dan potensi yang dapat disinergikan. Keutuhan kehidupan harmonis dalam 

kedamaian hingga saat ini masih tetap dipertahankan. Hal tersebut dapat dilihat ketika ada 

keluarga yang beragama Islam melakukan hajatan, maka yang membantu menyiapkan 

makanan (parhobas) adalah yang beragama Kristen, demikian sebaliknya. Demikian juga 

halnya pembangunan  Mesjid atau Gereja, masyarakat saling membantu untuk 

pembiayaannya.   

Realita kehidupan sosial budaya masyarakat Bungabondar seperti yang diutarakan di atas, 

menjadi suatu hal yang dianggap unik dan perlu dilestarikan. Kebersamaan dalam kehidupan 

sosial budaya masyarakat tersebut dalam keberagaman agama dan kepercayaan menjadi 

                                                           
1 Nilai kearipan lokal suku Batak dapat diamati dari aturan pola hubungan antara unsur-unsur Dalihan Na Tolu. 

Diantara wujud hubungan itu adalah saling membantu dalam semua aspek kehidupan, yang diwujudkan dalam 

tiga bentuk; (1) marsirimpa; bergotong royong dalam mengerjakan fasilitas umum, (2) marsiadapari; saling 

membantu dalam mengerjakan usaha dengan cara saling tukar tenaga kerja, (3) tumpak; bantuan sukarela dari 

pihak boru kepada pihak hula-hula (atau sebaliknya) dalam pelaksanaan upacra adat (Siregar, 2008). 
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fenomena yang dapat dijadikan sebuah model bagaimana mengelola harmoni sosial dalam 

masyarakat yang multikultural. Pertanyaannya adalah bagaimana memindahkan pola 

kehidupan harmonis masyarakat Bungabondar ke daerah lainnya di Indonesia? Disinilah 

posisi kunci seorang guru dalam pembentukan karakter peserta didik melalui kearifan lokal.  

Membangun Masyarakat Harmonis Berbasis Kearifan Lokal  

Sebelum berbicara panjang lebar mengenai posisi kearifan lokal dalam membangun 

kehidupan masyarakat yang harmonis di Indonesia, ada baiknya kita menengok kembali apa 

makna kearifan lokal itu sendiri. Dalam Kamus Inggris Indonesia, local berarti setempat, 

sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka local wisdom 

(kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat 

bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota 

masyarakatnya (Sartini, 2004). Kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat 

dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk 

bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang 

tertentu (Ridwan, 2007). Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana wisdom 

dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam 

bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang 

terjadi. 

Kearifan 

lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang 

berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah 

dialami bersama-sama. Proses evolusi yang begitu panjang dan melekat dalam masyarakat 

dapat menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energi potensial dari sistem pengetahuan 

kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan harmonis. Pengertian ini 

melihat kearifan lokal tidak sekadar sebagai acuan tingkah-laku seseorang, tetapi lebih jauh, 

yaitu mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat yang penuh keadaban. Pada akhirnya 

kearifan lokal dijadikan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi 

kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab 

berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka yang meliputi seluruh unsur 

kehidupan: agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa dan 

komunikasi, serta kesenian. Mereka mempunyai pemahaman, program, kegiatan, pelaksanaan 

terkait untuk mempertahankan, memperbaiki, mengembangkan unsur kebutuhan mereka, 

dengan memperhatikan lingkungan dan sumber daya manusia yang terdapat pada warga 

mereka. 

Masyarakat harmonis jika dipahami secara sepintas merupakan format kehidupan sosial yang 

mengedepankan semangat demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. 

Dalam masyarakat yang harmonis, warga bekerjasama membangun ikatan sosial, jaringan 

produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-govermental untuk mencapai 

kebaikan bersama. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran dalam 

mewujudkan tercapainya masyarakat harmonis, yaitu: 1) terpeliharanya eksistensi agama atau 

ajaran-ajaran yang ada dalam masyarakat; 2) terpelihara dan terjaminnya keamanan, 

ketertiban, dan keselamatan; 3) tegaknya kebebasan berpikir yang jernih dan sehat; 4) 

terbangunnya eksistensi kekeluargaan yang tenang dan tenteram dengan penuh toleransi dan 

tenggang rasa; 5) terbangunnya kondisi daerah yang demokratis, santun, beradab serta 

bermoral tinggi; dan 6) terbangunnya profesionalisme aparatur yang tinggi untuk 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih berwibawa dan bertanggung jawab. 
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Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, paradigma hubungan dialogal atau 

pemahaman timbal balik sangat dibutuhkan, untuk mengatasi ekses-ekses negatif dari suatu 

problem disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, multikulturalisme bukan sekedar mengakui 

yang berbeda dan lebih merupakan pembedaan yang simetris (symetrical differentiated 

citizenship) dengan mengakui adanya pluralitas identitas dalam masyarakat. Hal inilah yang 

mestinya didorong oleh kebijakan Otonomi Daerah dalam rangka mengeliminir munculnya 

loyalitas sempit atas dasar agama maupun ikatan kesukuan belaka.  Selain itu, melalui 

pluralitas identitas, maka perjuangan kepentingan masyarakat lokal tidak lagi terjebak pada 

isu-isu primordial dan sekterian yang bisa mengancam harmoni lokal itu sendiri. 

Implementasi Otonomi Daerah juga meniscayakan pemberian ruang politik dan aspirasi 

kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara luas. Prinsip penerimaan dan penghargaan 

terhadap keberagaman nilai-nilai merupakan pembiakan dari prinsip demokrasi yang tidak 

saja mendorong terciptanya partisipasi dari dan pemberdayaan bagi semua golongan 

masyarakat. Akan tetapi pembiakan dari prinsip demokrasi ini juga akan terwujud dalam 

bentuk mengakui dan menghargai keberagaman budaya serta ide atau pendapat yang saling 

berbeda maupun mengakui dan menghargai prinsip Otonomi Daerah yang luas dan nyata 

yaitu keberadaan hak-hak asli daerah dan hak-hak rakyat didaerah. 

Kemajemukan (pluralitas) dan keanekaragaman (heterogenitas atau diversitas) masyarakat 

dan kebudayaan di Indonesia merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan, nilai asli 

masyarakat Indonesia adalah nilai yang didalamnya melekat dengan konsep multikultural, 

nilai-nilai seperti toleransi beragama, agregasi sosial, kemajemukan kultural dan etnik, 

menjadi alasan mengapa para pendiri bangsa ini memilih Pancasila dari pada pada ideologi 

bernuansa agama. Keniscayaan ini harus kita akui secara jujur, terima dengan lapang dada, 

kelola dengan cermat, dan jaga dengan penuh rasa syukur; bukan harus kita tolak, abaikan, 

sesalkan, biarkan, dan diingkari hanya karena kemajemukan dan keanekaragaman itu 

menimbulkan berbagai ekses negatif, antara lain benturan masyarakat dan kebudayaan lokal 

di pelbagai tempat di Indonesia.  

Potret harmoni sosial yang ditunjukan oleh masyarakat Desa Bungabondar diatas merupakan 

demonstrasi suatu model bagaimana pendidikan multikulturalisme itu di jalankan. 

Masyarakat yang  memegang teguh nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, 

kekeluargaan, kerukunan dan kebersamaan sejatinya merupakan karakter masyarakat 

Indonesia. Oleh karena itu, panduan utama bagi terciptanya masyarakat Indonesia baru yang 

majemuk (plural) dan beragam budaya (multicultural) adalah multikulturalisme. Gambaran 

masyarakat tersebut semakin menyadarkan kita bahwa pemahaman terhadap 

multikulturalisme merupakan kebutuhan bagi manusia untuk menghadapi tantangan global di 

masa mendatang. Dengan demikian, pendidikan multikultural mempunyai dua tanggung 

jawab besar, yaitu  menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar di 

era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya. Bila 

kedua tanggung jawab besar itu dapat dicapai, maka kemungkinan disintegrasi bangsa dan 

munculnya konflik dapat dieliminasi. Disisi lain primordialisme lokal yang berlebihan, 

fanatisme agama yang terlalu kuat ataupun ekslusivisme daerah yang sering muncul 

bersamaan dengan lahirnya era otonomi daerah dapat dihindarkan. 

Pendidikan Karakter Berbasis Kearipan Lokal: Suatu Tawaran  

Kearifan lokal yang digali, dipoles, dikemas dan dipelihara dengan baik bisa berfungsi 

sebagai alternatif pedoman hidup manusia Indonesia dewasa ini dan dapat digunakan untuk 

menyaring nilai-nilai baru/asing agar tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa dan 

menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Sang Khalik, alam sekitar, dan sesamanya 
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(tripita cipta karana). Selanjutnya, sebagai bangsa yang besar pemilik dan pewaris sah 

kebudayaan, bercermin pada kaca benggala kearifan para leluhur dapat menolong kita 

menemukan posisi yang kokoh di arena global ini. Dalam hal ini, nilai-nilai kearifan lokal, 

seperti yang tergambar dari masyarakat Desa Bungabondar dapat dijadikan sebagai suatu 

muatan dalam membangun karakter peserta didik menjadi penting artinya, terutama dalam 

tujuannya membangun warga negara yang memiliki kesadaran hidup bermasyarakat yang 

multikultural.  

Terkait dengan tujuan membangun masyarakat harmonis berbasis kearipan lokal tersebut, 

maka tawaran agar pendidikan karakter melalui kearifan lokal agar mulai diperkenalkan oleh 

guru kepada para siswa. Semua satuan pendidikan siswanya memiliki keberagaman ras 

maupun agama, dapat menjadi laboratorium masyarakat untuk penerapan pendidikan 

karakter. Proses interaksi yang melibatkan semua pihak dalam kearifan lokal sama saja 

mempelajari karakteristik dari materi yang dikaji sehingga siswa secara langsung dapat 

menggali karakter peristiwa kelokalan tersebut. Kearifan lokal mempunyai arti sangat penting 

bagi anak didik, karena mereka akan memahami perjuangan nenek moyangnya dalam 

berbagai kegiatan kemasyarakatan, belajar tentang nilai-nilai kerja keras, pantang mundur, 

dan tidak kenal menyerah yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia di masa lalu, tetapi 

perlu diteladani di era globalisasi yang penuh dengan perubahan. 

Susanti, (2011) menjelaskan pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang 

mengajarkan peserta didik untuk selalu dekat dengan situasi konkrit yang mereka hadapi 

sehari-hari. Model pendidikan berbasis kearifan lokal ini merupakan sebuah contoh 

pendidikan yang mempunyai relevansi tinggi bagi kecakapan pengembangan hidup, dengan 

berpijak pada pemberdayaan keterampilan serta potensi lokal pada tiap-tiap daerah. 

Pendidikan berbasis kearifan lokal dapat digunakan sebagai media untuk melestarikan potensi 

masing-masing daerah. Potensi daerah merupakan potensi sumber daya spesifik yang dimiliki 

suatu daerah tertentu. Oleh karena itu, siswa yang datang ke sekolah tidak bisa diibaratkan 

sebagai sebuah gelas kosong, yang bisa diisi dengan mudah, tetapi mereka sudah membawa 

nilai-nilai budaya yang dibawa dari lingkungan keluarga dan masyarakatnya masing-masing. 

Pendidikan berbasis kearifan lokal tentu akan berhasil apabila guru memahami wawasan 

kearifan lokal itu sendiri. Guru yang bijaksana harus dapat menyelipkan nila-nilai kearifan 

lokal dalam proses pembelajaran. Namun, perlu juga dipahami bahwa pendidikan karakter 

berbasis kearifan lokal belum tentu sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih 

pada masa otonomi daerah yang baru dilakukan. Apabila hal itu dilaksanakan dengan tidak 

berhati-hati justru akan menjerumuskan siswa ke dalam perpecahan nasional.  

Untuk itulah, disamping memahami kearipan lokal, guru dituntut memahami pendidikan 

multikultural, dimana tidak sebatas "merayakan keragaman"  

Apalagi  tatanan masyarakat yang ada masih penuh diskriminasi yang bersifat rasis, etnis, 

fanatis terhadap religiusitas. Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis kearipan lokal  

lebih bermakna sebagai proses pendidikan cara hidup, menghormati, tulus, toleransi terhadap 

keragaman budaya yang hidup ditengah masyarakat plural, sehingga masyarakat kelak 

memiliki kekenyalan dan kelenturan mental bangsa dalam menyikapi konflik sosial di 

masyarakat (Hanum, 2005). 

PENUTUP 

Gagasan multikulturalisme meyakini bahwa keragaman sosial (diversity) merupakan suatu 

kondisi yang tidak terelakan (bukan patologi sosial yang irasional) Membangun semangat 

multikulturalisme berarti membangun kesetaraan dalam keragaman (equality in difference); 
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dimana proses politik dan aktualisasi dari proses kewarganegaraan merupakan proses dari 

pemahaman multikulturalisme dalam pembangunan bangsa, maka diperlukan upaya-upaya 

konkrit untuk mewujudkannya. Kita perlu menyebarluaskan pemahaman dan mendidik 

masyarakat akan pentingnya multikulturalisme bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain 

kita memerlukan pendidikan multikulturalisme yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia 

mencapai keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat 

 

Masyarakat Indonesia sudah sepatutnya untuk kembali kepada jati diri mereka melalui 

pemaknaan kembali dan rekonstruksi nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal. Upaya 

membangun masyarakat harmonis di era otonomi daerah yang perlu dilakukan adalah 

menguak makna substantif kearifan lokal, misalnya keterbukaan dikembangkan dan 

yang sama, hasil rekonstruksi ini perlu dibumikan dan disebarluaskan ke dalam seluruh 

masyarakat sehingga menjadi identitas kokoh bangsa, bukan sekadar menjadi identitas suku 

atau masyarakat tertentu. Dalam hal ini, peran dan tanggung jawab guru sangat dibutuhkan 

untuk mentransfer nilai-nilai kearipan lokal tersebut melalui sebuah tawaran pendidikan 

karakter berbasis kearipan lokal. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

ural Education in 

Southeast Asian Nations : Sharing Experience, Univensity of Indonesia, Depok 17-

19 June 2003. 

Adimihardja, ed. (1999). Petani Merajut Tradisi Era Globalisasi: Pendayagunaan Sistem 

Pengetahuan Lokal dalam Pembangunan, Bandung, Humaniora Utama Press. 

Akhmad SatoriD:\Prosiding B5\(6) Prosiding_Akhmad Satori (16.h).docx - _ftn1, (2012). 

Merajut Masyarakat Multikultural Dalam Bingkai Otonomi Daerah, diakses dari 

http://akhmadsatori.blogspot.com/2012/04/merajut-masyarakat multikultural-

dalam.html, tabnggal 15 September 2012. 

Budiwati, Yulia (2011), Signifikansi Masyarakat Multikultural Bagi Pengembangan 

Demokrasi, Makalah Disajikan pada Seminar Nasional Demikrasi dan Masyarakat 

Madani,  FISIP  UT, 07 Juli 2011. 

Dadang sudiadi, (2009) Menuju Kehidupan Harmonis Dalam Masyarakat Yang Majemuk: 

Suatu Pandangan Pentingnya Pendekatan Multikultur Dalam Pendidikan di 

Indonesia, diakses dari http://beritasore.com/2009/04/15/ membangun-masyarakat-

harmonis-dengan-semangat-multikulturalisme/,  29 Agustus 2012 

Dadang Respati Puguh (2009) Membangun Masyarakat Madani Berbasis Kearifan Lokal 

diakses dari http://www.babinrohisnakertrans. org/artikel-islam/membangun-

masyarakat-madani-berbasis-kearifanlokal-oleh-dadang-respati-puguh, 29 Agustus  

2012. 

Hanum, Farida, 2005, Multikulturalisme dan Pendidikan, diakses 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/farida-hanum-msi 

dr/multikulturalisme-dan-pendidikan.pdf,  9 April 2012. 



492 

 

Haryanto dkk (2009). Sistem Sosial Budaya Indonesia, Jakarta, Universitas Terbuka. 

Ridwan, N. A. (2007). Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. Ibda P3M STAIN Purwokerto 

Vol 5 No.1 , 27-38. 

Sitorus, Henry (1999). Rekonstruksi Integrasi Sosial Melalui Manajemen SARA, Makalah 

disajikan dalam Kongres ISI III, Malang, 24  26 Pebruari 1999. 

Sartini. (2004). Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati . Jurnal Filsafat 

Jilid 37, Nomor 2 , 111. 

Siregar, Parluhutan (2008), Revitalisasi Kerarifan Lokal Batak Toba dalam Memperkuat 

Kerukunan Umat Beragama, Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol. VII No. 27 

Juli-September 2008.  

Suparlan, Parsudi. 2002, Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural, Makalah, 

Disajikan pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, 

Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002.  

Susanti, Retno L.R. (2011) Membangun pendidikan karakter di sekolah Melalui Kearifan 

Lokal, makalah disampaikan pada Persidangan Dwitahunan FSUA-PPIK USM 

pada tanggal 26 s/d 27 Oktober 2011 di Fakultas Sastra Unand, Padang. 

 

 

 

233 

 

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DENGAN 

PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR DI ERA GLOBALISASI 

 

1
Dr. Tita Rosita, M.Pd,  

2
Dra. Sri Sumiyati, M.Si 

1
Dosen FKIP-UT (tita@ut.a.id) 

1
Dosen FKIP-UT (oneng@ut.ac.id) 

 

Abstrak 

Dampak Globalisasi telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia 

pada abad ke-21. Globalisasi menuntut adanya perubahan di dalam diri dan pribadi manusia itu 

sendiri, bagaimana  memandang dunia ini sebagai tempat kehidupan yang senantiasa berubah. 
Masalah yang penting mendapat perhatian adalah identitas kebangsaan karena  derasnya arus 

globalisasi menyebabkan terkikisnya nilai-nilai kebangsaan. Masyarakat pada umumnya lebih 

bangga dengan budaya asing daripada budaya bangsanya sendiri.Globalisasi akan menghilangkan 

sekat-sekat budaya satu dengan lainnya. Dalam era ini karakter budaya tentu akan menjadi semakin 

samar dan tergantikan dengan budaya global yang bersifat umum. Kearifan lokal mengandung arti 
kearifan (wisdom), dan lokal (local). Secara umum kearifan setempat ( local wisdom)  dapat diartikan 

sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, 
yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan 

budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan 




